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ABSTRAK

Siti Khoiriyah 2022, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Gadingrejo
Kota Pasuruan

Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah
|

Ketentuan dalam penganggaran sektor publik telah mengalami
beberapa perkembangan. Perkembangan ini telah banyak merubah konsepsi
anggaran publik Indonesia. Perubahan ke penganggaran berbasis kinerja yang
meningkatkan sistem penganggaran konvensional. Konsep value for money
diterapkan dalam sistem anggaran ini. Kenyataannya, implementasi sistem
penganggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara maksimal dan
masih banyak hambatan di daerah ini. Membangun akuntabilitas kinerja yang
baik memerlukan penerapan empat proses penganggaran berbasis kinerja,
termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/akuntabilitas, dan evaluasi.
Kecamatan Gadingrejo belum melaporkan ke publik seperti yang terlihat dari
website dan media massa lainnya.”Pengaruh anggaran berbasis kinerja
terhadap akuntabilitas instansi pemerintah di Kecamatan Gadingrejo Kota
Pasuruan.

Pada penelitian ini digunakan studi kausalitas dengan pendekatan
kuantitatif untuk mengetahui pengaruh empat variabel bebas terhadap
variabel terikat. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel
21 orang pengelola anggaran di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Hasil dari penelitian ini ialah Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran,
pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran, dan penilaian kinerja memiliki
pengaruh akan akuntabilitas kinerja instansi, namun instansi tidak
mempertanggungjawabnkanya kepada publik. , hanya melalui sistem SIPD.
Dalam hal ini dianggap berpengaruh namun dalam pelaksanaanya masih
belum maksimal.
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ABSTRACT

Siti Khoiriyah. 2022. THESIS. Title : “The Influence of Performance-Based

Budgeting on Performance Accountability of Government Agencies in Gadingrejo

District, Pasuruan City”

Advisor : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Keyword : Performance-Based Budgeting, Agency Performance
Accountability Government

Public sector budgeting system policies have undergone various
developments. This development has brought many changes to the public
budgeting system in Indonesia. Changes to the performance-based budget system
as a form of improvement from the previous budget system. In this budget system
the concept of value for money is applied. In fact, the implementation of the
performance-based budgeting system has not been implemented optimally and
there are still many obstacles that occur in the field. To create good performance
accountability, four performance-based budgeting processes must be implemented
including planning, implementation, reporting/accountability, and evaluation.
Gadingrejo District still has not reported to the public above when viewed from
the website pages and other mass media. The purpose of this study itself is to find
out how the influence of performance-based budgeting on performance
accountability, from this background this research is entitled "The Effect of
Performance-Based Budgeting on Accountability Performance of Government
Agencies in Gadingrejo District, Pasuruan City.

This study uses a causal rvesearch with a quantitative approach to

determine the relationship of 4 independent variables to the dependent variable.
Data were obtained from distributing questionnaires to 21 samples who were
budget managers in the Gadingrejo sub-district, Pasuruan City.
From the results of the research conducted, budget planning, budget execution,
budget reporting/accountability, and performance evaluation have an effect on
the performance accountability of government agencies, although they are not
accountable to the public, Gadingrejo sub-district has reported to the government
above it, namely through the SIPD system.

xii
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan sistem penganggaran lingkup publik telah mengalami
berbagai perkembangan. Perkembangan ini telah membawa banyak perubahan
pada sistem penganggaran publik di Indonesia. Perubahan ini dikarenakan
banyaknya anggaran yang tidak terserap dengan baik sehingga tidak bersifat

ekonomis dan efisien dalam pelaksanaanya.

Karena kurangnya informasi yang memadai bagi pengambil
keputusan, didasarkan pada manajemen dan kurang diperhatikanya pada
proses perencanaan dan evaluasi. Perubahan anggaran ke berbasis kinerja ini
meningkatkan sistem penganggaran konvensional. Dalam penganggaran ini
diterapkan konsepsi value for money, seperti ekonomi, efisiensi dan
efektivitas, yang tidak melekat pada sistem anggaran lama. Kenyataannya,
sistem penganggaran berbasis kinerja belum dilaksanakan secara optimal dan
masih banyak hambatan di daerah ini.. Suryanto dan Poni (2019)

Penganggaran berbasis kinerja membutuhkan output yang optimal
atau setiap biaya dialokasikan dan berdasarkan rasio kinerja harga (value for
money)

Berdasarkan Perpres No. 29 (2014), akuntabilitas kinerja ialah bentuk

pertanggungjawaban lembaga dalam melaporkan hasil atas pelaksanaan



program dan kegiatannya dilakukan untuk memenuhi misi organisasi yang
terukur dari sasaran/sasaran kinerja. Dibentuk berdasarkan laporan kinerja
instansi pemerintah yang dihasilkan secara sistematis.

Agar pertanggungjawaban atau Akuntabilitas Kecamatan Gadingrejo
tercapai dengan baik maka kecamatan gadingrejo dituntut agar senantiasa
dilakukan perbaikan atas kinerjanya. Dalam merencanakan pembangunan
daerah di daerah, Gadingrejo tentu saja mentaati arah dan target pembangunan
daerah, melalui diiperhatikanya visi, misi serta arah daerah yang harus dicapai
dalam lingkup Kecamatan Gadingrejo. Agar dapat dipertanggungjawabkan, ada
empat tahap penerapan penganggaran berbasis kinerja diantaranya :

1. Rencana anggaran
2. Eksekusi anggaran
3. Pelaporan atau akuntabilitas anggaran
4. Penilaian kinerja
Mengenai keempat proses di atas, salah satunya adalah pelaporan atau
pertanggungjawaban. Dalam hal ini, instansi pemerintah baik itu sektor kecamatan
harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan APBD, menerbitkan laporan keuangan untuk pemeriksaan, dan
memiliki akuntabilitas kepada publik.
Pada penerapan dilapangan belum seperti yang diharapkan. Kecamatan
Gadingrejo belum melaksanakan Pertanggungjawaban apapun kepada public
baik melalui media online maupun baliho dll. Artinya, di indikasi bahwa

pemahaman para pegawai Kecamatan Gadingrejo akan Anggaran Berbasis

Kinerja masih kurang, sehingga tingkat akuntabilitas kinerjanya pun masih



belum bisa dikatakan baik. Artinya, di indikasi bahwa pemahaman para
pegawai Kecamatan Gadingrejo akan Anggaran Berbasis Kinerja masih
kurang, sehingga tingkat akuntabilitas kinerjanya pun masih belum bisa
dikatakan baik.

Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
penerapan anggaran berbasis kinerja yang terukur melalui tahapan siklus
anggaran berdasarkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah
yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, eksekusi anggaran, pelaporan
/pertanggungjawaban anggaran, serta penilaian kinerja harus dengan sebenar-
benarnya bias dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh
Anggaran berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Nila Aprila dan Melfariza (2014)
menjelaskan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Bengkulu. Raissa
Aidintya Sembiring dan Heni Kurniawan (2019) menjelaskan bahwa
pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah Kabupaten Magelang. Hasil penelitian yang juga
dilakukan oleh Rezky Septian (2021) menunjukan bahwa perencanaan dan
pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah pada SKPD Bogor, Pelaporan/Pertanggungjawaban
Anggaran dan Penilaian Kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah pada SKPD Bogor. Sebuah pemerintahan daerah akan



menunjukan kinerja yang baik dimuali dari pembenahan otonomi daerahnya
hingga yang terkecil seperti Kecamatan.

Melihat berbagai permasalahan dan wurgensifitas yang diuraikan di atas
menunjukan ketidak konsistenan system anggaran berbasis kinerja yang
diterapkan di daerah tertentu. Sehingga peneliti tertaik untuk melakukan
penelitian yang dilakukan dengan judul Pengaruh Anggaran Berbasis klnerja
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instanasi Pemerintah Pada Kecamatan
Gadingrejo Kota Pasuruan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas rumusan masalah yang muncul dalam

penelitian ini adalah :

1. Apakah perencanaan anggaran bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah di Kecamatan Gadingrejo?

2. Apakah Eksekusi Anggaran bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah di Kecamatan Gadingrejo?

3. Apakah pelaporan/akuntabilitas anggaran bepengaruh terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Gadingrejo?

4. Apakah penilaian kinerja bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah di Kecamatan Gadingrejo?

5. Apakah Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, pelaporan/akuntabilitas dan
penilaian kinerja bepengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di

Kecamatan Gadingrejo?



1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan

penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo.

2. Untuk mengetahui pengaruh Eksekusi Anggaran terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo.

3. Untuk mengetahui pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo.

4. Untuk mengetahui pengaruh Penilaian kinerja terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo.

5. Untuk mengetahui pengaruh Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran,
Pelaporan/ pertanggungjawaban dan Penilaian kinerja terhadap akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan, berikut adalah manfaat
penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :
1.4.1 Bagi Penulis

Penulis dapat mengerti dan memahami seperti apa pengaruh
penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas Kkinerja instansi
pemerintah pada Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
1.4.2 Bagi Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Memberikan masukan serta informasi kepada para stakeholder yang



terlibat dalam proses penganggaran (KPA, PA, Bendahara, dll) pada
Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tentang pengaruh anggaran berbasis
kinerja terhadap akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sebagai bentuk
pertimbangan Kecamatan Gadingrejo.
1.4.3 Bagi Kampus

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan

referensi begi peneliti berikutnya.



BABII
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Di penelitian sebelumnya menunjukkan persamaan ataupun perbedaan
dengan peneliti lain. Penelitian-penelitian sebelumnya dijadikan referensi atau
acuan untuk penyusunan penelitian ini. Di bawah ini merupakan penelitian
terdahulu yang meneliti dampak Performance based budgeting akan

akuntabilitas kinerja instansi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No. | Nama Peneliti | Judul Metode/An | Hasil Penelitian
alisis Data
1. | Komang Sri Pengaruh Kuantitatif | Ada pengaruh positif
Endrayani Penerapan antara praktik
(2014) Anggaran anggaran berbasis
Berbasis kinerja kinerja terhadap
Terhadap akuntabilitas kinerja
Akuntabilitas instansi pemerintah
Kinerja Instansi
Pemerintah
(Studi Kasus
Pada Dinas
Kehutanan UPT
KPH Bali
Tengah Kota
Singaraja)




No | Nama Peneliti | Judul Metode/ Hasil Penelitian
Analisis Data
Ana Muchlisa R. | Pengaruh Kuantitatif Anggaran berbasis
(2017) anggaran kinerja berpengaruh
berbasis terhadap akuntabilitas
kinerja kinerja instansi
terhadp pemerintah, 'dlartlkan
- bahwa apabila
al‘<unt‘ab1htas pelaksanaan anggaran
2. kinerja berbasis kinerja
Instansi dilakukan dengan baik
pemerintah maka semakin baik
(studi kasus pula tingkat
pada BPBD akuntabilitas kinerja
Provinsi suatu 1nstansi.
Sumatera
Selatan)
Anggi Pratama | Implementasi | Kuantitatif Hasil penelitian
Nst, S.E, M.Si anggaran ini menyebutkan
Ic}Ian (]i))akguss E Eerbqsisd | seluruh aktivitas
andoko, S.E, inerja dalam .
3 M.Si (2018) meniilgkatkan lipgggran Eerbgsw
’ akuntabilitas netja sebagat -
kinerja pemngl;atan klnerja di
dilingkungan seluruhinstansi yang
kecamatan adakecamatan Datuk
Datuk Bandar Bandar, Kota Tanjung
Balai telah sesuai atau
berjalan dengan
baik
Resky Septiyan  |pengaruh Kuantitatif Rencana Anggaran
(2021) penerapan dan Eksekusi
anggaran Anggaran tidak
berbasis kinerja berpengaruh terhadap
terhadap Akuntabilitas Kinerja
akuntabilitas Instansi Pemerintah,
4 lkinerja instansi Pelaporan/
’ pemerintah Pertanggungjawaban
(studi kasus Anggaran Dan
pada SKPD Penilaian kinerja
Kabupaten berpengaruh terhadap
Bogor)




Penelitian Terdahulu

No | Nama Peneliti | Judul Metode/ Hasil Penelitian

Analisis Data

Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
serta Rencana
Anggaran,Eksekusi
Anggaran, Pelaporan /
Pertanggungjawaban
Anggaran, Penilaian
kinerja berpengaruh
secara simultan
terhadap
Akuntabilitas Kinerja
InstansiPemerintah

Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu :

Pertama, penelitian yang dilakukan Komang Sri Endrayani, dkk
(2014) dengan judul penelitian“Dampak penerapan performance-based
budgeting terhadap akuntabilitas kinerja instansi (studi kasus di Dinas
Kehutanan UPT KPH Kota Bali Tenga Singaraja) menunjukkan bahwa
adanya pengaruh antaras implementasi performance-based budgeting terhadap
akuntabilitas instansi.Persamaanya terletak pada variabel dependenya yaitu
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedanya terletak pada metode
analisis data yang dilakukan, penelitian yang dilakukan Komang, dkk
menggunakan analisis regresi sederhana, jika penelitian yang akan dilakukan

ini menggunakan analisis regresi berganda.
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Kedua, penelitian yang dilakukan Ana Muchlisa R. (2017) yang ber
judul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kerja Instansi
Pemerintah pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, hasil penelitian yang
dilakukan Ana Muchlisa R. ada pengaruh antara anggaran berbasis kinerja
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hal ini diartikan jika
penganggaran berbasis kinerja dilakukan dengan semakin baik maka semakin
baik pula akuntabilitas kinerja lembaga itu Persamaan dengan penelitian ini
ialah penggunaan variabel dependenya yaitu akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, dan perbedaanya terletak pada variabel bebas yang digunakan,
penelitian Ana Muchlisa hanya digunakan 1 variabel bebas yaitu pengaruh
Anggaran Berbasis Kinerja. Pada penelitian yang akan dilakukan digunakan 4
variabel bebas, Rencana Anggaran (X1), Eksekusi Anggaran (X2), pelaporan
atau pertanggungjawaban (X3), penilaian kinerja (X4).

Ketiga, Anggi Pratama Nst, S.E, M.Si dan Bagus Handoko, S.E, MSi
(2018) melakukan penelitian dengan judul “ “Implementing Performance-
Based Budgeting dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah
dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai” persamaan yang ada
pada penelitian ini adalah penggunaan indeks nya yaitu Rencana Anggaran,
Eksekusi Anggaran, pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran, dan
penilaian kinerja, Perbedaannya terletak pada teknik penelitian yang
dilakukan yang dilakukan oleh Anggi Pratama dan Bagus Handoko, dengan
menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. .

Keempat, Resky Septiyan (2021) melakukan penelitian berjudul
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'Dampak Praktik Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Badan (Studi Kasus SKPD Kabupaten Bogor)'. Temuannya meliputi:
Rencana Anggaran tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi;
Eksekusi Anggaran tidak mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi;
pelaporan/akuntabilitas anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi;
Penilaian kinerja. persamaan denganpenelitian ini adalah teknik analisa data
yang digunakan yaitu digunakan teknik analisis regresi berganda dikarenakan
menggunakan lebih dari 1 variabel independent yaitu, Perbedaanya terletak
pada objek penelitian yang dilakukan, jika penelitian yang akan dilakukan ini
pada kecamatan gadingrejo, bisa dikatakan dalam objek penelitian dengan
skala kecil dengan melihat urgensifitas yang ada.

2.2 Landasan Teori
2.2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran pada dasarnya adalah rencana keuangan. Anggaran merupakan
alat kontrol yang penting karena merupakan bagian dari perencanaan yang
terintegrasi ke dalam fungsi kontrol. Anggaran juga merupakan bagian penting
dari kegiatan yang dilakukan. Hal ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang
dapat dibiayai dari dana negara atau daerah. Anggaran bukanlah proses akuntansi
karena merupakan rencana keuangan, bukan catatan transaksi. Fungsi anggaran
dalah alat perencanaan guna tercapainya tujuan suatu lembaga. Dari berbagai
pengertian yang tertera diatas, maka pengertian anggaran disimpulkan sebagai
berikut.

1. Rencana keuangan masa depan, termasuk pendapatan dan pengeluaran.
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2. Garis besar strategi alokasi sumber daya pembangunan pemerintah.

3. alat kontrol.

4. Instrumen Politik.

5. Di buat dalam periode tertentu

Di Indonesia, anggaran diatur oleh Pasal 23A UUD 1945 dan UU
Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya dilaksanakan setiap tahun di bawah

UU APBD atau Perda tentang APBD.. Arif, dkk (2009:125)

2.2.2 Anggaran Berbasis Kinerja

2.2.2.1 Pengertian anggaran berbasis kinerja

Menurut Utomo (2005:10) Penganggaran berbasis kinerja melengkapi
anggaran sebelumnya, dan penganggaran berbasis kinerja berpatokan pada
output atau hasil organisasi yang terkait visi, misi, dan perencanaan strategis
organisasi. Fokus utama anggaran berbasis kinerja adalah penyusunan
kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai serta alokasi dana secara lebih efektif
dan efisien. Menurut Soderi selaku Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan pada laman Youtube BPPK Kemenkeu RI mengungkapkan
bahwa Anggaran berbasis kinerja itu adalah suatu penyusunan rencana
keuangan dengan mengkaitkan antara dana dan kinerja yang akan dicapai
selanjutnya.

Soderi juga menjelaskan, dalam penjelasan undang-undang 17 tahun
2003, Penganggaran berbasis kinerja menaruh citra yang objektif dan adil

tentang aktivitas pemerintah dengan membuat statistik keuangan pemerintah
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lebih mudah disajikan dan lebih dapat diandalkan.

Pada dasarnya, membuat anggaran berbasis kinerja menarik perhatian
pada apa yang ingin Anda capai. Kunci dari metode ini adalah efisiensi dari
berbagai aktivitas melalui penerapan biaya standar (cost basis). Dengan
menggunakan spesifikasi biaya ini, anggaran tahun depan dibuat dan dapat
disesuaikan dengan pertimbangan logis. Arif, Muchlis, Iskandar (2009:

131)
2.2.2.2 Manfaat anggaran berbasis kinerja

Menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pelatihan dan
Keuangan (2008) berikut adalah Manfaat anggaran Berbasis Kinerja untuk
pengelolaan keuangan daerah :

1. Mengalokasikan sumber daya yang langka (terbatas) untuk kegiatan
pemerintah berprioritas tinggi dengan penganggaran berbasis kinerja
sehingga diharapkan tercapainya tuajuan pemerintah secara efektif dan
tepat guna .Penetapan anggaran berbasis kinerja sebagagi system
pengganggaran sector public adalah hal yang utama karena dapat
melaksanakan kegiatan dengan trasnparan, anggaranya jelas outpunya pun
juga jelas.

2. Implementasi penganggaran berbasis kinerja mengalihkan inti pokok
pembiayaan pemerintah dari sistem item ke pendanaan program pemerintah
dengan tujuan eksklusif yang terkait dengan kebijakan utama pemerintah.

3. Badan politik (kabinet dan parlemen) dapat memprioritaskan kegiatan

pemerintah.
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4. Dalam jangka menengah, perubahan kebijakan akan dibatasi, tetapi
kementerian akan memastikan bahwa target yang dipimpin sektor tidak
terganggu oleh sumber daya yang tidak cukup banyak dengan menetapkan
prioritas kerja yang telah ditetapkan, kita dapat lebih fokus pada prioritas
yang ingin dicapai.

6. Jika anggaran difokuskan pada keluaran dan hasil, diharapkan akan terwujud

efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan operasional.

2.2.2.3 Siklus Anggaran Berbasis Kinerja
Secara singkat ada 4 tahap siklus anggaran yaitu :
1. Tahap Persiapan
Proses ini memperkirakan tingkat pengeluaran berdasarkan perkiraan
perolehan yang tersedia didasrkan atas visi, misi, dan tujuan tahunan
organisasi untuk periode pemerintahan mendatang..

2. Tahap Ratifikasi

Pada tahap ini, para pemimpin harus mampu menjawab segala macam
pertanyaan dan keberatan dari Kongres dan memberikan tanggapan yang
wajar (kemampuan politik, keahlian menjual, membangun koalisi).

3. Tahap Implementasi

tahap implementasi adalah yang penting dan diperhatikan oleh para
pengelola keuangan publik ialah memilki sebuah (SIA) sistem informasi
akuntansi serta sistem pengendalian manajemen.Agar terciptanya sistem
informasi akuntansi yang memadai serta bijak dalam merencanakan dan

mengendalikan anggaran yang sudah disepakati bsarabahkan diamdalkan pada
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tahap penyusunan anggaran periode selanjutnya para pengelola keuangan
bertanggungjawabn dalam hal ini.

4. Tahap Pelaporan dan Evalusi

Pada prose ini erat kaitannya dengan aspek akuntabilitas. Apabila fase
penerapan didukung oleh sistem akuntansi dan pengendalian bisnis yang baik,
diharapkan tidak banyak masalah yang muncul selama fase pelaporan dan
evaluasi ini.. (Mardiasmo, 2009 dalam Amanda, 2017)
2.2.2.4 Kelebihan anggaran berbasis kinerja

Keunggulan penerapan anggaran berbasis kinerja (Nordiawan, 2009:27
Nurhikmah, 2014) adalah:
. Anggaran dibuat didasarkan pada kegiatan yang didukung oleh proyeksi

biaya dan kinerja terukur secara angka.

. Tekankan perlunya mengukur output dan input serta aspek usability.

. Penganggaran berbasis kinerja mengharuskan adanya data kinerja yang akan
membuat pembuat undang-undang melakukan penambahan bahkan
pengurangan atas jumlah yang dibutuhkan untuk kegiatan yang ditentukan.

. Penganggaran berbasis kinerja berfokus pada aktivitas yang menggunakan
anggaran daripada seberapa banyak anggaran yang dipergunakan.

2.2.2.5 Prinsip anggaran berbasis kinerja

Menurut Utomo (2005:16) ada 3 Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis

Kinerja yang mendasar untuk penyusunan anggaran, diantaranya :

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan proses perencanaan, kesiapan
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pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi anggaran. Semua masyarakat berhak
mengetahui proses penganggaran, terutama yang menyangkut kepentingan
masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat..
2.Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dasar untuk mempertanggungjawabkan kepada
publik. Dengan kata lain, proses penganggaran harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga perwakilannya.
Akuntabilitas di sini didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, ketepatan
waktu dan akuntabilitas.

3.Value For Money

Adapun penerapan prinsip value for money memberikan manfaat

diantaranya :

a.Meningkatkan efektivitas pelayanan publik (tepat sasaran).

b.Meningkatkan taraf pelayanan publik dan menurunkan biaya pelayanan melalui

penghematan dan pengurangan efisiensi.
c. Distribusi pengeluaran lebih diarahkan pada kepentingan bersama.

d. Meningkatkan kesadaran dana masyarakat (awareness of public cost).2.2.3

Akuntabilitas Kinerja
2.2.3.1 Pengertian akuntabilitas

Arti kata akuntabilitas sendiri dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia ialah suatu pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah prinsip
akuntabilitas publik. Dengan kata lain, dalam penganggaran harus dimulai

dengan merencanakan, menyusun dan melaksanakan, serta melaporkan dan
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mempertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Akuntabilitas adalah konsep menyeluruh bagi pemerintah untuk

memberikan pelaporan tentang dana publik dan untuk apa dana tersebut

digunakan.. Utomo (2005:109)

Berikut 7 indeks akuntabilitas Menurut Krisna (2003), yaitu:

1.

7.

Proses pengambilan keputusan tertulis harus tersedia bagi masyarakat
yang membutuhkan, dan kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan
standar dan kode etik program. Kami bertindak sesuai dengan prinsip

operasi yang sehat.

. Ketepatan dan Kecukupan Informasi Mengenai Pencapaian Tujuan

. Kejelasan tujuan politik yang ditentukan dan dibahas.

Kelayakan dan Konsistensi Tujuan dan Prioritas Operasional.

. Penyebaran informasi tentang suatu kebijakan menggunakani media online

atau massa
Akses keterbukaan public atau maysrakat terhadap informasi tentang
keputusan setelah keputusan dibuat, dan mekanisme klaim publik.

Sistem informasi manajemen dan pemantauan output

Alat ukur untuk indeksnya adalah :

1. Visi dan Misi

2. Deskripsi atau referensi kerja di bidang-bidang berikut:

a.Pilihan penggunaan metode pelayanan

b. Informasi tingkat layanan



c. prosedur atau barometer layanan
d. kriteria efisiensi

e. Kapasitas yang cukup

f.kualitas yang wajar

3. Hasil kebijakan daerah (proses pengambilan keputusan):
a. sebuah. perilaku dasar (pola dasar)
b.Propeda

c.Rencana strategis

d. Rapetada

e.APBD

f. Perencanaan sistem dan prosedur
G. Manajemen pembangunan daerah
H. Anggaran tahunan

i. Peraturan daerah

4. Laporan Tahunan (Laporan Tanggung Jawab)
5. Laporan keu. tahunan

6. Ketentuan daerah

a.Penyediaan barang dan jasa

b. Tax dan Cost (retribusi)
c.Pendemokrasian

d. keuangan daerah

7. Menentukan kriteria untuk mengukur kinerja perangkat

2.2.3.2 Jenis-jenis akuntabilitas

Mahmudi (2013) menyebutkan ada 2 jenis akuntabilitas, diantranya adalah:

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)
Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban ditujukan untuk
pimpinan yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban kepala lembaga

terhadap kepala daerah, pertanggungjawaban menteri kepada presiden, dan

18
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sebagainya.

2. Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability)

Pertanggungjawaban horisontal ialah Pertanggungjawaban yang

dilakukan kepada publik dan lembaga lain tanpa memiliki hubungan yang

menyeluruh dengan bawahan.

2.2.3.3 Pengertian Akuntabilitas Kinerja

Menurut Utomo (2005:197) Akuntabilitas kinerja merupakan

tanggung jawab penyelenggara atas berhasil tidaknya misi suatu organisasi

untuk mencapai tujuannya, dilakukan secara berkala dan diukur terhadap

indikator kinerja.

2.2.3.4 Prinsip pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Dasar untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) di sebutkan ada 6 prinsip pelaksanaan Akuntabilitas

Kinerjalnstansi Pemerintah diantaranya adalah :

1.

2.

Pengurus dan seluruh pegawai instansi terkait harus berkomitmen.
Harus sesuai dengan sistem yang dapat menjamin penggunaan
sumberdaya sesuai dengan undang undang.

Menggambarkan suatu capaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Mengarah kepada terwujudnya visi ,misi, serta output & manfaat yg dicapai
andal, faktual, keterbukaan dan kebenaran.

Menjelaskan berhasil tidaknya tujuan yang dicapai.

2.2.3.5 Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
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Pada Inpres No. 29 (2009) pasal 5 bagian kesatu disebutkan
penyelenggaraan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah inskripsi perencanaan dalam kurun waktu 1
masa yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Output dari fase ini adalah
pengembangan rencana strategis lembaga, termasuk visi, misi, arah, target,

kebijakan, dan program.

2. Perjanjian kinerja
Perjanjian kerja atau yang disebut dengan kontrak kerja ialah seperagkat

dokumen penugasan yang diserahkan oleh manajer institusi senior untuk manajer
yang dibawahnya dalam melaksanakan suatu program dengan indeks kerjanya.
3. Pengukuran kinerja
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

a.  Perbandingan antara capaian output dengan target output yang telah

ditetapkan di kontrak kinerja dalam kurun waktu tahun berjalan.

b. Perbandingan capaian output di tahun itu terhadap target output lima tahun
yang telah di susun dalam Renstra

4. Manajemen data kinerja
Manajemen Data Kinerja meliputi, pencatatan, pengolahan serta pelaporan data

kinerja. Adapun Manajemen data kinerja yang dimaksud adalah:

a.Penentuan data dasar (basic data)
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b. Menyediakan alat pendataan untuk pencatatan dan registrasi
c.Manajemen dan menyimpan data
d. koleksi serta ringkasan

5. Pelaporan kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyusunan
jugamempresentasikan Laporan kinerja atas pekerjaan yang dilakukan
berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan. Laporan kinerja terdiri
dari laporan kinerja internal (laporan triwulan) dan laporan kerja.

6. Reviu (Validasi) dan penilaian kinerja

Validasi adalah langkah untuk memastikan keamanan informasi yang
disediakan sebelum diserahkan kepada pimpinan. Penilaian kinerja ialah
bentuk penilaian sebagai bagian dari pelaksanaan SAKIP suatu instansi.

2.3 Anggaran dalam Perspektif Islam

Islam disebut agama yang kompleks, islam mampu mengatur apapun
tnetang kehidupan makhluk. begitu pula masalah perencanaan keuangan atau
anggaran, islam mengataurnya di dalam Alquran dan hadits. Dalam Alquran,

anggaran dijelaskan pada surat Al-Furqan ayat 67 yaitu :

il o0 5801 201358 50 5 155 0085 (i o Ll 5

Artinya : “ Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih)
orang- orang yang apabila menginfakan (harta), mereka tidak berlebihan,
dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,”

Maksudnya adalah, mengeluarkan harta secara wajar, tidak kikir

maupun berlebihan. Islam agama adalah agama yang moderat serta
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menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat. Anggaran
disusun untuk rencana kegiatan yang mencerminkan masyarakat.

2.4 Kerangka Konseptual

Perencanaan
Anggaran (X1)
Alkuntabilitas
Pelaksanaan Anggaran Kincgja
(X2) Instansi
Pemerintah
Pclaporan atau WVariabel (Y)
pertanggung jawaban

r

(X3)

Penilaian kinerja (X4)

Pengaruh Variabel X, X; X | dan X, secara Simultan/bersama-samaBerpengaruh
Pada Variabel ¥

2.5 Hipotesis Penelitian
Kebijakan penganggaran berbasis kinerja Deputi [V BPKP mewajibkan

pengelola keuangan untuk menyusun laporan kinerja pada akhir periode
setelah selesai dilaksanakanya program dan kegiatan. laporan keuangan dan
Laporan kinerja non-keuangan digunakan untuk pertimbangan atas revisi
tahun selanjutnya dan memberikan pertanggungjawaban rakyat atas dana yang
telah digunakan.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Pengaruh Rencana Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi
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pemerintah

Rencana Anggaran melibatkan pembuatan dan penggunaan pilihan,
menghubungkan kenyataan, dan membuat dugaan akan masa selanjutnya,
untuk menggambarkan dan menyusun kegiatan yang perlu untuk disarankan
untuk capaian output yang di rencanakan (Winardi, 2007). Atas usulan-usulan
tersebut, sebelum lembaga melaksanakan pekerjaan atau kegiatannya, kepala
bagian masing-masing harus mengidentifikasi aktivitas apakah yang akan
dilakukan di masa depan, apa hasil yang didapat atas kegiatan tersebut, dan
apa yangperlu dilakukan. Disimpulkan bahwa perlu dirumuskan ada tidaknya
Rencana ini memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan benar. Di
sektor publik, proses anggaran berkaitan erat dengan penentuan jumlah dana,
dalam satuan mata uang, yang dialokasikan pada tiap-tiap program dan
kegiatan. Penganggaran harus tepat dan berhasil. Jika tidak pada tempatnya,
akan berpengaruh pada gagalnya rencana yang sebelumnya sudah dibuat
untuk mencapai tujuan organisasi. Kajian Hapiarti (2012) berjudul 'Pengaruh
Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi di Pemerintah
Kota Parepare', mengemukakan ada pengaruh antara Rencana Anggaran dan
akuntabilitas kinerja lembaga. Pemerintah padaPemerintahan Parepare.

dari penjelasan diatas ditentukan hipotesis sebagai berikut:
H1:Rencana Anggaran Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Pada Kecamatan Gadingrejo

2. Pengaruh Eksekusi Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi
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pemerintah

Untuk mencapai anggaran, melaksanakan kegiatan pemerintah dengan tetap
perpedoman akan anggaran yang telah ditetapkan juga berarti mencapai tujuan
pemerintah. Oleh karena itu, anggaran harus berkualitas baik dan practical,
Meningkatkan akuntabilitas publik melalui pengelolaan keuangan yang efektif
dan eksekusi anggaran yang lebih baik. Hasil penelitian Hapiarti (2012)
Dampak Implementasi performance basaed budgeting terhadap Akuntabilitas
Instansi di Pemerintah Kota Pare-Pare menunjukkan bahwa implementasi
anggaran berdampak pada akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota
Pare-Pare.
Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat membuat hipotesis sebagai berikut:
H2: Eksekusi Anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
3. Pengaruh Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Pelaporan meliputi jumlah distribusi anggaran yang digunakan oleh
entitas, jumlah anggaran yang dialokasikan, dan pencapaian kinerja program
yang dilakukan, disusun untuk memberikan informasi yang relevan tentang
semua aktivitas belanja yang dilakukan oleh PEMDA dalam kurun waktu satu
tahun. Laporan keuangan daerah memberikan keterangan yang membantu
pengguna laporan guna menilai akuntabilitas keputusan ekonomi, sosial dan
politik dan kegunaan keputusan. penelitian yang dilakukan Resky Septian

(2021) menunjukan hasil jika pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran
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berpengaruh akan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota bogor.
Berikut hipotesis yang di tentukan atas uraian di atas:
H3:Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kecamatan Gadingrejo.

4.Pengaruh penilaian kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Winardi (2007) menyatakan bahwa tujuan diadakannya penilaian kinerja
adalah untuk mengetahui perolehan, kemajuan, hambatan yang dihadapi atau
alasan tidak tercapainya kinerja suatu organisasi dalam mencapai misi yang
direncanakan sedemikian rupa. Penilaian kinerja yang dilakukan dengan baik
seharusnya dapat menaikan tingkat akuntabilitas kinerja institusi. karena
diharapkan instansi itu dapat menaikkan tingkat kinerjanya di masa
mendatang.Berdasarkan penelitian yang dilakukan Resky Septian (2021)
menunjukan hasil jika Penilaian kinerja memiliki pengaruh akan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah kotabogor.

Atas dasar penjelasan diatas ditarik hipotesis sebagai berikut :

H, : Penilaian kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Kecamatan Gadingrejo

5.Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja
InstansiPemerintah pada Kecamatan Gadingrejo

Agar dapat dipertanggungjawabkannya Eksekusi Anggaran berbasis
kinerja, 4 proses ini perlau dilalui agar dapat mengimplementasikan anggaran
berbasis kinerja yang tepat. Itu adalah

a.Perencanaan/perancangan anggaran
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b. Eksekusi Anggaran

c. Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran

4. penilaian kinerja

Menurut Komang (2014), penganggaran berbasis kinerja yang
dilaksanakan dengan baik meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. Juga
menunjukan bahwa ada korelasi yang signifikan antara dampak penerapan
anggaranDari penjelasan diatas dapat ditarik hipotesis :
HS5 :Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Plaporan/ Pertanggung jawaban
Anggaran, dan Evaluasi Anggaran berpengaruh secara simultan terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Gadingrejo



BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

jenis penelitian ini adalah penelitian kausal pendekatan kuantitatif.
dimana Sugishirono (2016) menjelaskan bahwa, penelitian kausalitas ialah
penelitian digunakan untuk memahami dan mengetahui apakah teedapat
hubungan antara 2 variabel atau lebih.

Digunakanya jenis penelitian ini, peneliti menemukan Rencana Anggaran,
Eksekusi Anggaran, pelaporanatau akuntabilitas anggaran, dan penilaian
kinerja sebagai variabel bebas mempengaruhi akuntabilitas kinerja Instansi
Pemerintah Kota Pasuruan Kecamatan Gadingrejo sebagai variabel terikat.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah Kecamatan Gadingrejo
Kota Pasuruan yang beralamatkan di JI. Soekarno Hatta, Gadingrejo, Kec.
Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67112.

3.3 Populasi dan Sampel
Sinambela (2014:94) Populasi ialah objek atau subjek dengan total

dan spesifikasi tertentu untuk menarik sebuah kesimpulan lebih lanjut yang
ditentukan oleh peneliti. Populasi penelitian ini terdiri dari Kuasa pengguna
anggaran(KPA), pengguna anggaran (PA) , Bendahara Pengeluaran dan
bendahara pengeluaran pembantu dan PPK di Kecamatan Gadingrejo, dengan

komposisi berikut ini:
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Tabel 3.1

Jumlah Populasi

Jabatan

Jumlah

Kecamatan

Camat

Bendahara
Pengeluaran
Kecamatan

PPK SKPD

PPBJ

1. Kelurahan Bukir

Lurah

Bendahara
Pengeluaran

Kelurahan

2. Kelurahan Sebani

Lurah

Bendahara
Pengeluaran

Kelurahan

1. Kelurahan Krap

yakrejo

Lurah

1

Bendahara
Pengeluaran

Kelurahan

1

1. Kelurahan Gentong

Lurah

Bendahara
Pengeluaran

Kelurahan

29
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2. Kelurahan Gadingrejo

Lurah 1
2 | Bendahara 1

Pengeluaran

Kelurahan

3. Kelurahan Petahunan

Lurah 1
2 | Bendahara 1

Pengeluaran

Kelurahan

4. Kelurahan Randusari

Lurah 1
2 | Bendahara 1

Pengeluaran

Kelurahan

5. Kelurahan Karang Ketug

Lurah 1
2 | Bendahara 1
Pengeluaran
Kelurahan
TOTAL 21

3.3.1 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan subset item atas populasi yang ditentukan guna
partisipasinya dalam penelitian (Malhotra, 2010; Sinambela, 2014: 95) teknik
sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penentuan sample
jenuh yang menggunakan metode penentuan sampel karena keseluruhan
populasi dijadikan sebagai sampel. Ini terjadi ketika populasi relatif kecil.

sampel penelitian ini adalah 21 orang dari populasi yaitu seluruh pengguna
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anggaran listrik di Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dengan uraian pada
Tabel 3.1.
3.4 Data dan Jenis Data

Data Primer digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penyebaran
kuesioner untuk diisi oleh responden atau sample penelitian.

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner
terkait indeks yang digunakan di unit kerja terkait.

3.4.2 Instrumen atau alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa kuisioner atau
angket. Suharsimi Arikunto mengungkapkan jika instrumen penelitian adalah
alat yang dipilih peneliti untuk dipergunakan ketika melakukan kegiatan
pengumpulan data untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sistematis. dan
terfasilitasi.dengan begitu Merupakan alat instrumen penelitian untuk
mengumpulkan data untuk diolah.

Skala Likert digunakan sebagai instrument penelitian ini dimana
menurut Sinambella (2014:144) Skala Likert yang digunakan dalam studi
sosial tujuanya untuk mengukur sebuah persepsi individu atau kelompok atas
sebuah fenomena sosial yang terjadi. Survei menggunakan kuesioner atau alat
survei untuk menetapkan skor berikut:

Tabel 3.2
Teknik Penskoran Kuesioer

Keterangan (STS) (TS) m) S) (SS)

Sangat Tidak | Netral Setuju Sangat
[Tidak Setuju Setuju
Setuju

Skor 1 2 3 4




3.5 Definisi Operasional Variabel

Menurut Hatch dan Farhadi, “Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut
orang atau benda, yang dapat bervariasi dari orang ke orang atau dari objek
ke objek. Variabel survei terdiri dari variabel terikat dan variabel

bebasnya. Dalam penelitian ini variabel independenya adalah Rencana
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Anggaran, Eksekusi Anggaran, pelaporan dan akuntabilitas, serta penilaian

kinerja, dan variabel dependennya adalah akuntabilitas kinerja instansi.

Tabel 3.3

Operasionalisasi Variabel “Pengaruh Anggaran Berbasis KinerjaTerhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada
Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)

Variabel | Definisi Fariabel Dimensi Indikator
I. Perencana | Tahap Rencana | e Penentuan Program | 1. RPJMD

an Anggaran yang terukur (Rencana

Anggaran | dilakukan Pembangunan

X1 dengan Jangka
mengukur Menengah)
pengeluaran Menjabarkan
berdasarkan visi, misi dan
perkiraan program kepala
pendapatan daerah yang
yang dapat ingin dicapai.
dibelanjakan e Dokumen 2. RKPD Memuat
berdasarkan: kebijakan umum mengenai kerja
visi, misi serta anggaran berdasar yang terukur
tujuan pada RKPD dan
organisasi pendanaanya.
untuk satu 3. Dokumen KUA
tahun periode berdasarkan
ke depan RKPS Periode

sebelumnya
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Variabel

Definisi
Fariabel

Dimensi

Indikator

= Penyusunan
RKA-SKPD
berdasarkan
nota
kesepakatan

SKPD dalam perencanaan

anggaran mengikuti PPAS

dalam menyusun RKA-
SKPD.

. Penyusunan RKA-SKPD

berdasar pada pagu anggaran
yang tercantum dalam nota
kesepakatan.

e Program dan
kegiatan
sesuai standar
pelayanan
minimal yang
ditetapkan.

. Adanya sinkronisasi

program dan kegiatan antara
SKPD dengan kinerja
SKPD sesuai dengan
standar pelyanan minimal
yang ditetapkan.

e Isi atas RKA-
SKPD
memperhatik
an prinsip
efisiensi,
efektifitas,
transparansi
dan
akuntabilitas

. Adanya sinkronisasi

program dan kegiatan antara
SKPD dengan kinerja
SKPD sesuai dengan
standar pelyanan minimal
yang ditetapkan.

. .Dalam pemyusunan RKA-

SKP, Memperhatikan
prinsip efisiensi,
efektifitas, transparansi
dan akuntabilitas dalam
penyusunan anggaran
untuk mencapai prestasi
kerja.
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memantau, mencatat
penggunaan
anggaran dan hasil
dalam sistem
akuntansi keuangan

dan rencana
anggaran kas.

Variabel Definisi Fariabel Dimensi Indikator
skepala daerah 8. .Dalam
menyusun penyusunan
rencana RKA-SKPD,
kebijakan umum RAPBD serta
APBD pembahasanya
berdasarkan mengacu pada
RKPD KUA dan PPAS
yang disepakati
antara
pemerintah,
DPRD dan
SKPD itu
sendiri.
e Menyusun 9. PPKD
rencana peraturan melakukan
daerah tentang kompilasi
APBD. RKA-SKPD
menjadi
Raperda APBD
untuk dibahas
dan
memperoleh
persetujuan
bersama
sebelum
diajukan untuk
proses evaluasi.
. Pelaksana | Pada tahap » Dalam 1.Dalam
an pelaksanaan, pelaksanaanya pelaksanaan
Anggaran | pimpinan lembaga SKPD mengarah | anggaran SKPD
(X2) bertanggungjawab pada dokumen mengacu pada
atas pelaksanaan Eksekusi DPA dan rencana
kegiatan akuntansi, Anggaran tetap anggaran kas yang

ditetapkan.
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Variabel

Definisi Variabel

Dimensi

Indikator

* SKPD mengetahui
prosedur dalam
melaksanakan
pendapatan dan
belanja sesuai
dengan jumlah

jumlah yang tertera.

2. Dokumen
anggaran kas dan
DPA digunakan
PPTK sebagai
pedoman untuk
penyediaan dana
bagi setiap SKPD.
3. SKPD dalam
pelaksanaan
anggaranya
mengikuti
prosedur dalam
pelaksanaan
pendapatan dan
belanja sesuai
jumlah yan
tercantum dalam
dokumen DPA
dan anggaran kas.

3. Pelaporan
/Pertangg
ungjawab
an
Anggaran
(X3)

Pelaporan/pertang
gungjawaban
terkait aspek
akuntabilitas,
yakni mencakup
besarnya
pendistribusian
unit kerja,
besarnya anggaran
yang dikeluarkan

= Pelaporan output
atau program
kegiatan yang
terlaksana

1 .Seitap SKPD
membuat laporan
mengenai
pengeluaran kas
yang terjadi.

2. Laporan
Keuangan dibuat
dengan SAP yang
terdiri dari LRA,
Neraca, dan
Catatn atas
laporan Keuangan.
3.Pertanggungjaw
aban terhadap
pelaksanaan
APBD sesuai
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Variabel

Definisi Variabel

Dimensi

Indikator

dengan prosedur
yang ditetapkan
dengan menerbitkan
laporan untuk
diperiksan &
sebagai
pertanggungjawaban
public.

4. Penilaian
Kinerja (X4)

Penilaian kinerja
berdasarkan pada
laporan kinerja
dievaluasi oleh
pimpinan
sehingga mereka
mengetahui dan

= evaluasi hasil
kerja

I.Adanya evaluasi
atas pelaksanaan
program dan
kegiatan

2. Evaluasi yang
dilakukan
berdasarkan segi

mengevaluasi ekonomi, efisiendi,
untuk mencapai efektivitas sesuai
target yang dengan tujuan yang
ditetapkan. ditetapkan.
Apakah ada
hambatan dalam
pelaksanaan
anggaran.
5. Akuntabilitas | Kewajiban suatu | = Penetapan 1. Adanya
kinerja instansi | instansi dalam Perencanaan keterkaitan
pemerintah (Y) | mempertanggung;j antara
awabkan pencapaian
keberhasilan/kega kinerja dengan

galan dalam
melakukan misi
organisasi dan
mencapai
tujuan/sasaran
yang ditetapkan.

program dan
kebijakan

2. Kejelasan
sasaran suatu
program harus
dimengerti oleh
semua aparat

3. Visi dan misi
perlu ditetapkan
sesuai rencana
stategik

organisasi
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Variabel

Definisi Variabel

Dimensi

Indikator

e Ekonomis dan
Efisiensi

4. indicator kinerja
perlu ditetapkan untuk
setiap kegiatan atau
program

5. melakukan analisis
keuangan setiap
kegiatan atau program

= Pengawasan

. Membuat laporan

. melakukan

. pelaksanaan kegiatan

kendala kepada atasan
setiap kegiatan atau
program selesai
dilaksanakan

pengecekan terhadap
jalanya program.

telah di control
dengan ukuran atau
indicator kinerja yang
jelas untuk menilai
tingkat keberhasilan
suatu kegiatan atau
program.

= Qutput/outcome

9. Kegiatan/program
yang disusun telah
mengakomodir setiap
perubahan dan
tuntutan yang ada
pada masyarakat.

= Pemanfaatan
informasi kinerja

10. LAKIP digunakan
sebagai bahan
pertimbangan untuk
perencanaan program
selanjutnya,
diterbitkan di waktu
yg ditentukan.
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3.6 Analisis Data
3.6.1 Pengujian Data
3.6.1.1 Uji validitas

Validitas ialah untuk mengetahui apakah suatu alat ukur akurat dan
benar ketika menjalankan fungsinya.. Sehingga pengujian validitas mengacu
kepada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. kuesioner
dianggap benar apabila pertanyaan pada kuesioner itu dapat mengatakan
sesuatu yang diukur oleh survei tersebut. Uji validitas dilakukan pada alat
program statistik sesuai dengan kriteria berikut:

rHitung > rTabel dengan nilai sig. 0,05 maka dinyatakan valid

3.6.1.2 Uji Reabilitas

Reabilitas atau yang disebut juga dengan keandalan ialah cara untuk
mendapatkan informasi untuk pengumpulan data yang mengungkapkan kebenaran
yang ada di lapangan.

Pada penelitian ini Uji reliabilitas dilakukan terhadap 30 responden dari
mahasiswa jurusan akuntansi UIN Malang, dengan menggunakan
pertanyaan uji plausibility untuk mengetahui reliabilitas. Menggunakan
SPSS 26, variabel dinyatakan otoritatif menurut kriteria berikut:

1. Jika r-Alpha positif > dari r-tabel maka dinyatakan reliabel.

2. Jika r-alpha negatif < lebih kecil dari r-tabel dinyatakan tidak reliabel.

Cronbach’s Alpha =~ 0.6 Reliabel
Cronbach’s Alpha < 0,6 Tidak Reliabe
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3.6.1.3 Uji asumsi klasik
1. Uji normalitas

Tujuan dilakukanya uji normalitas ialah sebagai alat untuk untuk
mengetahui apakah variabel atau data yang dianalisis terdistribusi secara
normal. Ada beberapa cara untuk mengenali uji normalitas. Seperti Analisis
grafis atau statistik Chil-Squeare, Kolmogorov Smirnov, Lilliefors, Shapiro
Wilk, Jarque Bera, dll. Dalam penelitian ini, diagram P-P normal digunakan.
Data dianggap normal jika tersebar di sekitar dan sepanjang diagonal, atau
jika grafik histogram menunjukkan pola distribusi

2. Uji heteroskedasitas

Menurut Wardani (2020) uji heteroskedasitas merupakan uji untuk
mengetahui apakah ada penyimpangan heteroskedasitas pada syarat uji klasik
pada regresi linear. Maksutnya, apakah pada uji ini terdapat kesamaan atau
ketidaksamaan variance dan residual antar pengamat. Caranya dengan uji
glejser jika (Sig.) >0,05 tidak adanya gejala Heteroskedasitas dan sebaliknya
jika (Sig.) <0,05 maka terdapat gejala Heteroskedasitas.

3. Uji autokorelasi

untuk mengetahui hubungan antara kesalahan penghambat selama
periode pengamatan dan sebelum pengamatan digunakan uji autokorelasi.
Oleh karena itu, jika terjadi interferensi, dianggap sebagai masalah

autokorelasi. Untuk nilai dimana dikatakan tidak ada autokorelasi adalah :

DW =Du ~D=4-DUD~ 4

3.6.1.4 Regresi Linear Berganda
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Menurut Ghozali (2018), penelitian dengan variabel bebas berganda
menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan
untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4 Koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase
total variabel dependen dalam variabel independen. Adjusted R-squared
digunakan dalam analisis regresi berganda. Pengelompokan koefisien korelasi

yang tidak tergantung arah adalah:

L. 0 Tidak ada Korelasi
2. 0-(1,49 Korelasi lemah

3. 0,50 Korelasi Moderat
4. | 0.51-0.99 | Korelasi Kuat

5 1.00 Rorelasi Sempurna

3.6.1.5 Uji Hipotesis
1. Pengujian parsial (Ujit)

Menurut Ghozali (2016), Uji-t dilakukan untuk menguji pengaruh
parsial antara variabel independen yang memiliki pengaruh besar terhadap

variabel dependen.

1. Hipotesis = Rencana Anggaran (X1), Eksekusi Anggaran (X2), pelaporan
atau pertanggungjawaban anggaran (X3) dan penilaian kinerja (X4) tidak
berpengaruh secara parsial terhadap variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.

2. Hipotesis = Rencana Anggaran (X1), Eksekusi Anggaran (X2), pelaporan
atau pertanggungjawaban anggaran (X3) dan penilaian kinerja (X4)

berpengaruh secara parsial terhadap variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi
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pemerintah.
Apabila nilai probabilitaslebih dari 0,05 Ha ditolak Jika probabilitas < 0,05
Ha diterima

2. Pengujian simultan (Uji F)
Menurut Ghozali (2016) untuk mengetahui adakah pengaruh secara

simultan antara variabel independen atau bebas terhadap variabel
dependennya dilakukan Uji F. signifikansi Uji F SENDIRI adalah 0,05.
Hipotesis = Rencana Anggaran (X1), Eksekusi Anggaran (X2), pelaporan atau
pertanggungjawaban anggaran (X3) dan penilaian kinerja (X4) secara
bersamaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel (Y)
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hipotesis = Rencana Anggaran(X1), Eksekusi Anggaran(X2), pelaporan atau
pertanggungjawaban anggaran(X3) dan penilaian kinerja(X4) secara
bersamaan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel(Y)
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Ha ditolak jika probabilitas > 0,05. Jika 0,05, Ha diterima.



BAB1IV
Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Gadingrejo merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kota
Pasuruan, provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah populasi penduduk 45,581 Jiwa
dan luas wilayah 10,53 km?. Yang terdiri dari 8 Kelurahan, diantaranya adalah
kelurahan gadingrejo, krapyakrejo, sebani, Bukir, Petahunan, Randusari, Gentong,
dan Karangketug.

4.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Gadingrejo
4.1.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Gadingrejo

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Sumber: Lampiran Perwali Kota Pasuruan Nomor 78 (2016) tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah pada Renstra 2022 Kecamatan Gadingrejo.

4
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4.1.1.2 Tugas dan Fungsi
1. Camat
Tugas umum camat adalah:

1. Koordinasi kegiatan penguatan masyarakat

2. Koordinasi untuk keamanan ketertiban umum

3. Mengkoordinasi pengupayaan dalam memelihara Sarpras di lingkingkungan
Kecamatan

4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
5. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kelurahan

6. Memberikan pelayanan publik sebagai bagian dari tugas atau pelayanan yang
tidak dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris camat memiliki fungsi utama seperti urusan umum,
perencanaan, pengelolaan keuangan, dan kepegawaian. Tanggung jawab utama
sekcam adalah membantu camat dalam mengarahkan, merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, peralatan, manajemen keuangan, hubungan masyarakat,
informasi administrasi dan tugas-tugas lainnya.

3. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keungan dipimpin seorang Kasubbag.

Adapun tugas pokok yang dilaksanakan oleh subbagian ini adalah :
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1. Membuat perencanaan, melaksanakan, melakukan evaluasi serta membuat
laporan akan tugas pelayanan dan melakukan koordinasi dalam penysusunan
rencana program kerja Kecamatan.

2. Membuat perencanaan akan program kerja operasional kegaiatan

3. Mengelola administrasi dan mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan
Kecamatan

4. Mengumpulkan bahan anggaran Kecamatan

5. Mengelola administrasi keuangan anggaran, pandapatan, dan pembiyaan
Kecamatan

6. Mengembangkan dan mengkoordinasikan jadwal gaji dan tunjangan lokal.

7. Melaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiyaan Kecamatan;

8. Melaksanaan penilian atas pelaksanaan tugas yang dilakukan

9. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dengan bagian lain di lingkungan

Kecamatan

4. Subbagian Umum dan Kepegawian.

Adapun Tugas pokok yang dilakukan oleh Subbagian Umum
Kepegawaian adalah melakukan perencanaan, melaksanakanya, melakukan
evaluasi serta melakukan pelaporan akam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
adminstrasi umum, informasi networking serta kepegawaian di kecamatan
Gadingrejo.

5.SIE Pemerintahan dan Pelayanan Umum

SIE Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang KASI. Adapun
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tugas pokok yang dilaksanakan adalah

1. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan tekhnis di bidang pemerintahan

2. Menyusun program dan kegiatan SIE pemerintahan Pelayanan Umum

3. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan juga memfasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan

4. Menyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan dan Pelayanan Umum

6. SIE Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kecamatan

Adapun tugas pokok yang dilakukan oleh seksi Pemberdayaan
masyarakat dan sarana prasarana umum adalah serta Menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan dan membantu melaksanakan tugas Camat dalam
mengelola dan memelihara SARPRAS kecamatan.
7.SIE Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat (LPM)

Seksi ini memiliki tugas pokok Melaksanakan pembinaan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan , menjembatani kegiatan organisasi
sosial / kemasyarakatan LSM, serta melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
8.SIE Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peran utama Bagian Tamtib adalah membantu Camat dalam penyiapan

bahan pembuatan kebijakan dan melaksanakan tugas Camat di bidang pelayanan

dan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum.

4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Gadingrejo
Visi

Mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota yang maju ekonominya, indah kotanya,



dan harmoni warganya (Madinah).

Misi
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Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi

Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

4.1.3 Sasaran dan Tujuan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gadingrejo

Target Kinerja Tujuan / Sasaran

No Tujuan Sasaran |Indeks Tujuan padaTahun ke-
/ Sasaran  [2021]2022]2023]2024]2025]2026
0y ()] 3 4 S [(© [ (D] ® | 9 10
| Mewujudkan Indeks 81,88 82 [82,40[83,5084,2685,53
pelayanan kepuasan
prima kepada masyarakat
masyarakat atas layanan
kecamatan
Meningkatn |Prosentase 50 |62.5(87.5(100 | 100 | 100
ya kelurahan
pelayanan |yang telah
masyarakat |menyelenggar
akan
pelayanan
terintegrasi
Target Kinerja Tujuan / Sasaran
No Tujuan Sasaran |Indeks Tujuan padaTahun ke-
/Sasaran  13o112022]2023[2024]2025 2026
@ ()] 3 “ S [(©® [ (D] G| 9 a0
Prosentase 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
laporan
trantibmas
yang
ditindaklanju

ti sesuai
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standart
Meningkatkan|Persentase 75 187,5] 100|100 | 100 | 100
pemberdayaankelurahan
masyarakat  |dengan
kategori
cepat
berkembang
Meningkatn (Persentase 100 1100 | 100 | 100 | 100 | 100
ya kelembagaan
keberdayaan masyarakat
dan Peran yang aktif
serta
masyarakat
dalam
pembanguna
n
Persentase 17751 78 |78,5| 79 |79,5| 80
usulan
musrenbangca
m yang
disepakati
dalam forum
PD

Sumber : Kecamatan Gadingrejo (2022)

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Data yang diperoleh dikumpulkan dari responden
langsung di lapangan yaitu, yaitu Kantor Kecamatan Gadingrejo, Kelurahan
Bukir, Kelurahan Sebani, Kelurahan Gadingrejo, Kelurahan Gentong, Kelurahan
Petahunan, Kelurahan Karangketug, Kelurahan Randusari dan Kelurahan
Krapyakrejo. Proses pengumpulan data dilakukan pada tanggal 12 Juli hingga 23
Juli 2022, dari 21 Kuesioner yang dibagikan, semuanya diterima dengankondisi

yang baik. Responden terdiri dari Camat selaku (PA) Pengguna Anggaran,

Bendahara Kecamatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengelola Barang dan
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Jasa (PBJ), 8 Lurah Selaku (KPA) Kuasa Pengguna Anggaran, dan bendahara

pembantu (Kelurahan). Adapun karakteristik responden sebagai berikut :

Tabel 4.2
Karakteristik Responden
Penpelompakas Frekuensi Presemase_
100%
Jenis Lalki-Lald 12 57:1%
Kelamin Perempuan ] 42.9%
Pendidikan | Ekonomi 13 629
Hukum 3 14.3%
Teknik 0 0
Sosial 1 4.8%
Lainya # 19%
Camat 1 4 8%
Fihatan Bendahara 2 9.5%
Lurah 8 38%
Bendahara 5
Pembantu . e
PPTE 2 8.52%
Lama 1-5 Tahun 15 1.4%
Bekerja 6-10 Tahun 6 28.6%
10-15 Tahun 0 0%
15-20 Tahun 0 0%
=20 Tahun 0 0%

a. Jenis Kelamin

Dari tabel diatas, diketahui responden laki-laki sebanyak 12 atau lebih
banyak 57,1% dari perempuan yang berjumlah 9 atau 42, 9% dari seluruh
kuesioner.

b. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan tabel diatas, kebanyakan latar pendidikan para responden
adalah Ekonomi dengan presentase 62% atau sebanyak 13 orang, selanjutnya
berlatar belakang pendidikan Hukum dengan sebanyak 3 orang atau 14,3%, untuk

yang beerlatar belakang pendidikan Teknik tidak ada, latar belakang Sosisal 1
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orang dengan presentase 4,8%, untuk pilihan lainya terdiri dari 4 orang yaitu
berlatar belakang pendidikan Pertanian 1 orang dan SMA 3 orang. Hal ini
menunjukan bahwa para pegawai sebagian besar ber pendidikan Ekonomi,
sehingga diharapkan dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik
dalam bidangnya.

c. Jabatan

Berdasarkan table, diketahui kebanyakan responden adalah para KPA (Lurah)
dan Bendahara pembantunya dengan jumlah masing-masing 8 Orang atau 38%.
Camat 1 orang, PPTK Kecamatan dan Bendahara Kecamatan 2 Orang.

d. Lama Bekerja

Berdasarkan table tersebut, paling banyak lama bekerja responden yaitu
selama 1-5 Tahun sebanyak 15 orang atau 71,4%, dan sisanya bekerja selama 6-
10 tahun yaitu 4 orang atau 28,6%.

4.2.1 Deskripsi data variabel Anggaran Berbaris Kinerja

Pada penelitian ini digunakan 5 skala /ikert yaitu :

Keterangan (STS) (TS) (N) S) (8S)
Sangat Tidak | Netral Setuju Sangat
Tidak Setuju Setuju
Setuju
Skor 1 2 3 4 5

(X2), (X3), (X4), Serta (Y). yaitu :

Skala ini digunakan untuk menganalisa data kuesioner responden terhadap (X1),
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1. Rencana Anggaran (X1)

Tabel 4.3
Rencana Anggaran
No. Penilaian Responden
Jumlah
STS TS R S SS
Pertanyaan
F|%|F| % F % F % F % Resp %
1 0| 0|0 0 1 5% | 6| 29% 14 | 67% 21 | 100%
2 o| 0|0 o| O 0% | 10 | 48% 11 | 52% 21 | 100%
3 0| 0|0 ol O 0% | 6| 29% 15 | 71% 21 | 100%
4 0| 0|0 0| O 0% | 6| 29% 15 | 71% 21 | 100%
5 0| 0|0 | 0% 1 5% | 10 | 48% 10 | 48% 21 | 100%
6 0| 0|0 0| 3|14% | 8 | 38% 10 | 48% 21 | 100%
7 0| 0|0 0| 4|19% | 4| 19% 13 | 62% 21 | 100%
8 0| 0|0 0| 2| 10% | 8| 38% 11 | 52% 21 | 100%
9 0| 0|0 0 1 5% | 9| 43% 11 | 52% 21 | 100%
Presentase 0| 0|0| 0% | 12 6% | 67 | 35% | 110 | 58% 21 | 100%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa untuk item pernyataan
1,2,3,4,6,7,8,9 kebanyakan responden memilih sangat setuju yang masing-masing
secara berturut 67% responden sangat setuju Dokumen RPJMD menguraikan
tentang visi, misi, serta program yang ingin dicapai. 52% responden memili
sangat setuju dokumen RKPD mebjelaskan mengenai kerja yang terukur. 71%
responden setuju sepenuhnya bahwa dokumen KUA berdasar kepada dokumen
RKPD periode itu. 71% responden sangat setuju Rencana Anggaran dan SKPD
menyusun RKA-SKPD sesuai prioritas dan PPAS. 48% responden menyatakan

bahwa program dan kegiatan mereka sangat selaras dengan SKPD dan kinerjanya
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sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan. 62% responden sangat setuju
bahwa prinsip nilai tambah efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
harus diperhatikan dalam penyusunan RKA-SKPD. 52% responden setuju
sepenuhnya bahwa PPKD akan menyusun RKA-SKPD ke dalam Raperda APBD
sebelum diajukan ke proses evaluasi, yang selanjutnya akan dibahas dan
disepakati bersama. Lima puluh dua persen responden setuju sepenuhnya bahwa
keputusan APBD perda dibuat setelah penilaian APBD.

Untuk item pernyataan lima kebanyakan 48% responden menjawab
setujujika dalam proses Penyusunan RKA-SKPD berdasar atas program dan
kegiatan yang ketetapan.

2. Pelakasanaan Anggaran

Tabel 4.4
Eksekusi Anggaran
No. Penilaian Responden Jumlah
Pertanyaan STS TS R S 58
F| % |F| % F % F % F % Resp %

1 0 0|0 0 3 14% 9 43% 9 43% 21 | 100%

2 0 0|0 0 4 19% 4 19% | 13 62% 21 | 100%

3 0 0|0 0 3 14% | 10 48% 8 38% 21 | 100%
Presentase |0 | 0% | 0| 0% | 10 16% | 23 37% | 30 48% 21 | 100%

Berdasarkan table diatas, menunjukan bahwa untuk item pertanyaan nomor 1
dan 3 kebanyakan responden memilih setuju yang secara berturut-turut 43%
responden setuju bahwa SKPD mengacu pada DPA dan rencana anggaran kas
yang ditetapkan selama Eksekusi Anggaran. 62% responden setuju bahwa
SKPD mengikuti prosedur pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran sesuai
besaran yang dilaporkan dalam dokumen anggaran DPA dan Kementerian

Keuangan.
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Mengenai pertanyaan 2, sebagian besar responden sangat setuju bahwa
Dokumen Anggaran Tunai (DAK) dan DPA PPTK digunakan sebagai pedoman

pengalokasian dana ke SKPD.Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran.

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Tabel 4.5
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran
No. Penilaian Responden Jumlah
Pertanyaan >TS LE R S 53
F| % |F| % |F % F % F % Resp %

1 0 0|0 01 5% | 9 43% | 11 52% 21 | 100%

2 0 0|0 0|1 5% | 5 24% | 15 71% 21 | 100%

3 0 0|0 0|2 10% | 13 62% | 6 29% 21 | 100%
Presentase [0 | 0% | 0| 0% | 4 6% | 27 43% | 32 51% 21 | 100%

Dari table 4.5 diketahui untuk item pertanyaan No. 1 dan 2 kebanyakan
responden memilih sangat setuju yang secara berturut-turut 52% responden sangat
setuju jika tiap tiap SKPD  membuat laporan realisasi pengeluaran kas yang
tejadi. 71% responden sangat setuju jika Laporan keuangan SKPD sesuai dengan
SAP, dan isi dari laporanya antara lain Laporan realisasi anggaran (LRA), Neraca,
serta CALK (Catatan atas Laporan Keuangan).

Untuk iterm pertanyaan no. 3 kebanyakan responden setuju jika
Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan,yaitu dengan menerbitkan laporan untuk diperiksa dan sebagai bentuk

pertanggungjawaban



4. Penilaian kinerja

Tabel 4.6
Penilaian kinerja
Penilaian Responden
STS TS R s ss Jumlah
F| % |F| % |F| % F % F % Resp %
0 0|0 0[{0]| 0% | 10 48% | 11 52% 21 | 100%
0 0|0 0|1| 5% | 10 48% | 10 48% 21 | 100%
0| 0% |0| 0% | 1| 2% | 20 48% | 21 50% 21 | 100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui untuk item pertanyaan No. 1 kebanyakan
responden memilih sangat setuju bahwa dilakukanya Evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.. Dan untuk item pertanyaan No. 2
kebanyakan responden memilih sangat setuju dan setuju dengan perolehan yang
sama yakni 48% Responden setuju dan secara tegas menyetujui evaluasi yang
dilakukan dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan.

4.22 Deskripsi data Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 4.7

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No. Penilaian Responden Jumlah
Pertanyaan STS TS R 5 55
F| % |[F| % |F| % F % F % | Resp %
1 0|0% |0 O[1] 5% | 6|29% | 14 | 67% 21 | 100%
2 0 0|0 0[0| 0% |10 |48% | 11| 52% 21 | 100%
3 0 0|0 O[1] 5% | 5|24% | 15| 71% 21 | 100%
4 0 0|0 O[1] 5% | 9|43% | 11| 52% 21 | 100%
5 0 0(0({0%|2]|10% | 7|33%| 12|57% 21 | 100%
6 0 0|0 0[4]19% | 7|33%| 10| 48% 21 | 100%
7 0 0|0 0(4[19% | 7|33% | 10| 48% 21 | 100%
8 0 0|0 0(2[10% | 7|33%| 12 |57% 21 | 100%
9 0 0|0 O[1] 5% | 7|33%| 13| 62% 21 | 100%
10 0 0(0|(0%|1]| 5% | 7|33%| 13| 62% 21 | 100%
Presentase | O 0(0[0% |1]| 1% |72 |38% | 121 | 64% 21| 103%

53
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Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih “sangat
setuju” untuk semua pertanyaan, atau 67% responden “sangat setuju” bahwa ada
hubungan yang kuat antara pemberian layanan dan program serta kebijakan.
Menunjukkan bahwa Responden memilih " sangat setuju". 52 persen responden
sangat setuju bahwa memperjelas tujuan anggaran program harus dipahami oleh
semua pemangku kepentingan. 71% responden sangat setuju jika visi dan misi
suatu program harus ditentukan oleh sebuah rencana strategis organisasi. 52%
responden sangat setuju jka ukuran kinerja harus ditetapkan untuk setiap kegiatan
atau program. 57% responden sangat setuju bahwa analisis keuangan diselesaikan
untuk setiap kegiatan atau program. 48% responden sangat setuju dengan
pernyataan ini. Laporkan kegiatan dan program yang telah Anda terapkan kepada
manajer Anda. 48% responden setuju sepenuhnya bahwa program kursus akan
ditinjau 57 persen responden sepenuhnya setuju bahwa Kinerja aktivitas dipantau
menggunakan KPI atau metrik eksplisit untuk menilai keberhasilan aktivitas atau
program. 62% responden setuju sepenuhnya bahwa kegiatan/program yang
dirancang mempertimbangkan segala kebutuhan masyarakat. Tentang Bagian
Nomor 10 62% responden setuju sepenuhnya jika LAKIP akan dijadikan bahan
pertimbangan untuk perencanaan sebuah program yang akan dating, serta akan
dikeluarkan pada saat yang di tentukan .

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Data
1. Uji Validitas
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Uji validitas digunakan untuk menentukan seberapa otentik suatu tes. Dikatakan
valid jika koefisien r-korelasi hitung lebih besar dari koefisien pada tabel dengan
signifikansi 0,05 atau 5%. Dengan 30 responden, tabel menerima 0,361. Berikut

hasil uji validitasnya

Tabel 4.8
Rencana Anggaran (X1)

ltem
Variabel R rTabel | r Hitung Hasil
Perencanaan X1.1 0,361 0.467 Valid
Anggaran X12 0,361 0,533 Valid
(x1) X13 0.361 0,394 | Valid
Xl4 0,361 0,412 Valid
X1.5 0,361 0373 | Valid
X16 0361 | 0476 Valid
X1.7 0361 0410 | Valid
X18 0361 | 0394 | Vald
X1.9 0.361 0,558 Valid

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dengan jumlah butir 9 pertanyaan bernilai positif
dengan menunjukan r Hitung < r Tabel pada signifikansi 0,005 atau 5 %, sehingga

data diatas dinyatakan valid.

Tabel 4.9
Eksekusi Anggaran (X2)
Variabel Pertlzl(:'ln;aan r Tabel | r Hitung Hasil
Pelaksanaan x2.1 (1,361 0.362 Valid
Anggaran X22 (1,361 0.609 Valid
(X2) X213 (,361 0.662 Valid

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dengan jumlah butir 3 pertanyaan bernilai positif
dengan menunjukan r Hitung < r Tabel pada signifikansi 0,005 atau 5 %, sehingga

data diatas dinyatakan valid.
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Tabel 4.10
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3)
Variabel Per:t;r:aan rTabel | rHitung Hasil
Pelaporan/Pertanggungjawaban X2.1 0,361 0,554 Valid
Anggaran xX2.2 0,361 0,546 Valid
(x3) X23 0,361 | 0,546 | Valid

Sumber : Data Primer (2022)
Berdasarkan tabel 4.10 diatas dengan jumlah butir 3 pertanyaan bernilai positif
dengan menunjukan r Hitung < r Tabel pada signifikansi 0,005 atau 5 %, sehingga

data diatas dinyatakan valid.

Tabel 4.11
Penilaian kinerja (X4)
Variabel Perlzenn:aan r Tabel | rHitung Hasil
Evaluasi X2.1 0.361 0.452 Valid
Kinerja (X4) X2.2 0.361 0.367 Vahd

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dengan jumlah butir 2 pertanyaan bernilai positif
dengan menunjukan rHitung < rTabel pada signifikansi 0,005 atau 5 %, sehingga

data diatas dinyatakan valid.

Tabel 4.12

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
Variabel Per:::::aan r Tabel | r Hitung Hasil
Akuntabilitas Y1.1 0.361 0.552 Valid
Kinerja Y1.2 0.361 0.618 Valid
Instansi Y1.3 0.361 0.594 Valid
Pemerintah Y14 0,361 0.575 Valid
(v) Y15 0,361 0.468 Valid
Y1.6 0361 0.712 Valid
1.7 0.361 0.457 Vahd
T1.8 0,361 0,442 Valid
Y1.9 0.361 0.458 Valid
Y110 0.361 0,598 Valid

Sumber : Data Primer (2022)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dengan jumlah butir 2 pertanyaan bernilai positif
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dengan menunjukan rHitung < rTabel pada signifikansi 0,005 atau 5 %, sehingga
data diatas valid.

2.Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan guna menunjukan stabilitas satu skor dari suatu
instrument itu. Disebut reliable jika nilai alpha > dari 0,60. Dan Jika Cronbach’s
Alpha semakin mendekati nilai angka 1 maka semakin tinggi pula tingkat
kestabilan internal pada realibilitasnya.

Tabel 4.13
Hasil uji Reliabilitas Rencana Anggaran (X1)

Reliability Statistics
Cronbach's

Alpha N of ltems
686 9

Pada tabel diatas diketahui diatas Cronbach’s Alpha sebesar 0,686 > 0,60,
sehingga realiabel

Tabel 4.14
Hasil uji Reliabilitas Eksekusi Anggaran (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of ltems
621 3

Pada tabel diatas, Cronbach’s Alpha sebesar 0,621 > 0,60, sehingga reliable

Tabel 4.15
Hasil uji Reliabilitas Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items
.648 3




Pada tabel diatas Cronbach’s Alpha sebesar 0,648 > 0,60, sechingga reliable

Tabel 4.16
Hasil uji Reliabilitas Penilaian Kinerja (X4)

Reliability Statistics

Alpha?

Cronbach's

N of ltems

612

2

Pada tabel diatas, Cronbach’s Alpha sebesar 0,612 > 0,60, sehingga reliable

Tabel 4.17
Hasil uji Reliabilitas Akuntabilitas Kinerja (Y)

Reliability Statistics

Alpha

Cronbach's

N of Items

717

10

Pada tabel diatas, Cronbach’s Alpha sebesar 0,717>0,60, sehingga reliable.

4.3.2 Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
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untuk mengetahui variabel atau data yang dianalisis berdistribusi normal atau

tidak dilakukan uji normalitas. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam

penelitian ini. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka

data berdistribusi normal. Namun, untuk nilai kurang dari 0,05, data tidak

terdistribusi normal. Di bawah ini adalah hasil tes Kolmogorov-Smirnoff.:
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Tabel 4.18
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz
ed Residual

N 20

Normal Parameters*® | Mean -0117590
Std. 1.98694364
Deviation

Most Extreme Absolute 114

Differences Positive 114
Negative -.097

Test Statistic 114

Asymp. Sig. (2-tailed) 2004

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

¢. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Dari data ditas diketahui, nilai signifikasinsi 0,200 > 0,05 yang artinya data pada
penelitian normal dan tidak terjadi masalah normalitas.

2. Uji Heteroskedasitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan/ketidaksamaan
variance dan residual antar pengamat. Salah satu cara untuk mendeteksi ada
tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan memeriksa scatterplot antara SRESID
dan ZPRED untuk pola tertentu.

a.Bila ada pola tertentu. B. Titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, mengembang, mengerut). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi
heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik di atas dan di bawah angka 0

menyebar pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
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Tabel 4.19

Hasil Uji Heteroskedasitas

Scatterplot
Dependent Variable: Akuntabilitas

L]

Regression Studentized Residual

a 1

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : SPSS (2022)
Dari tabel tersebut, terlihat titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka

0. Dan juga tidak terlihat pola tertentu pada sumbu Y, dengan begitu bias
disimpulkan dengan metode ini tidak ada gejala heteroskedasitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan diantara
kesalahan penghambat pada saat pengamatan dan pada saat sebelum pengamatan.
Pada penelitian ini digunakan uji mode Darbin Watson (DW).pada uji ini
dikatakan tidak mengalami autokorelasi jika nilai DW = Du <D<4-DU. Dibawah

ini adalah hasil pengujian Autokorelasi pada penelitian ini :



Tabel 4.20
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary®

Adjusted R Std. Error of the
Meodel R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 7842 615 518 2.383 1.841

a. Predictors: (Constant), Penilaian kinerja, Eksekusi Anggaran,
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Rencana Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Diketahui :

N=21
D=1,841
D1 0.8943
Du 1.8283

4-du =4-1,8283 =2,1717

DW = Du <D<4-DU

=1,8283<1,841<4-Du (2,1717)

Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan maka data dapat disimpulkan

tidak terjadi masalah Autokorelasi.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Uji regresi linear berganda dipakai untuk nilai pengaruh antara dua atau lebih

variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 4.21
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients”
Standardized
Unstandardized Coeficients Coeflicients

Model B Std. Errar Eeta t Sig.

1 (Constant) 10.880 9.897 2135 053
FEREMCANAN 7T .223 213 2249 033
ANGGARAN
EKSEKLISI ANGCARAKN 1.284 374 12 3306 on4
FELAPORANIPERTANGG 908 438 107 2703 .07
UNGIRNABAN
ANGGARAN
FENILABHN HINERJA 595 604 .07 2268 032

a. DependentVariable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTAMS] PEMERINTAH
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koefisien regresi yang ada pada kolom B pada hasil analisa diatas, model regresi
yang dapat disusun yaitu:

Y=a+ bl.x1 +b2.x2 +b3.x3+b4.x4

=10,890 +0,577+ 1,254+0,908+0,595

Nili konstanta a memiliki nilai positif sebesar 10,890 . tanda positif ini
menunjukan pengaruh yang searah antara variabel independen dengan variabel
dependen. Hal ini menandakan jika semua variabel indpenden yang meliputi
Perencanaan Anggaran (X1), Eksekusi Anggaran (X2),
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X3), Evaluasi Kinerja (X4) bernilai 0
persen atau tidak mengalami perubahan, maka nilai akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah adalah 10,890.

1. B1 (X1) 0,577 = Variabel Rencana Anggaran(x1) berpengaruh positif
akan variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat diartikan jika
terjadi kenaikan 1 satuan variable Rencana Anggaran maka akan mempengaruhi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,577, dengan anggapan bahwa
variable yang lainya tidak diteliti pada penelitian ini.

2. B2 (X2) 1,254= Variabel (X2) Eksekusi Anggaran memiliki pengaruh
akan variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat diartikan jika
terjadi kenaikan 1 satuan variable Pelaksanaan anggaran dapat mempengaruhi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 1,254, dengan anggapan bahwa

variable yang lainya tidak diteliti pada penelitian ini.
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3. B3 (X3) 0,908= Variabel pelaporan anggaran atau pertanggung jawaban
anggaran (X3) berpengaruh positif terhadap variabel akuntabilitas kinerja instansi
(Y). apabila ada Peningkatan sebesar 1 dapat diartikan sebagai potensi dampak
sebesar 0,908terhadap akuntabilitas kinerja instansi, dengan asumsi tidak ada
variabel lain yang dieksplorasi dalam penelitian ini.

4. B4 (X4) 0,595= Variabel (X4) Penilaian kinerja Anggaran berpengaruh
positif akan variabel (Y) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat diartikan
kenaikan 1 satuan variable Penilaian kinerja (X4) dapat mempengaruhi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,595, dengan anggapan bahwa
variable yang lainya tidak diteliti pada penelitian ini.

4.3.4 Koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk menentukan perbandingan atau
persentasi variabel variabel dependen yang diterangkan oleh variabel bebas atau
variabel independenya. Dibawah ini adalah hasil uji koefisien determinasi yang

telah dilakukan pada penelitian ini :

Tabel 4.22
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 .824° .678 .598 1.947
a. Predictors: (Constant), PENILAIAN KINERJA,
PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN,
PERENCANAN ANGGARAN, EKSEKUSI ANGGARAN
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R Square 0,678 = 67,8 %
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square
sebesar 0,678. Nilai ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau
“R), yaitu 0,824 x 0,824 = 0,678. Besarnya angka koefisien determiansi 0,678
atau 67,8 % mengandung arti bahwa variabel X1,X2,X3,X4 berpengaruh secara
simultan terhadap variabel Y sebesar 67,8 % sisanya sebesar 32,2% dipengaruhi
oleh variabel yang lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak
diteliti. Adapun variabel lain yang tidak diteliti seperti Kontrol eksternal dan
internal, Penghargaan/Hukuman, Kompetensi SKPD, dan lain-lain.
4.3.5 Uji Hipotesis

I. UjiT
Uji T ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial
antara variabel independen dan variabel dependen. Apabila nilai Sig. <0,05 atau
thitung > tTable terdapat pengaruh variable X akan variabel Y
Diketahui nilai Ttabel sebagai berikut :
Ttabel =t (a/2 ; n-k-1)
=1(0,025; 21-4-1)
T (0,025 ; 16)
=2.119

Tabel 4.23

Hasil Uji t
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Coefficients”
Standardized
Unstandardized Coeficients Coefiicients

Wodel =] Std. Errar Eeta t Sig.

1 (Constant) 10.840 9.597 2135 053
FERENCANARN A7T 229 218 2241 033
ANGGARAR
EKSEKLIS] ANGGARAK 1754 379 f12 3306 on4
FELAPORANPERTANGG L] 438 Ao07 2703 .0
LINGJAWABAN
ANGGARAN
FENILAKN KINERJA .585 604 .7 22488 .03z

a. DependentVariable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTAMS] PEMERINTAH

Dari tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Pengaruh X1 terhadap Y

Diketahui nilai sg. 0,033 < 0,05 dan thitung sebesar 2,241 > nilai tTabel 2,119,
disimpulan H1 Diterima, artinya variable (X1) Rencana Anggaran terhadap
variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

2. Pengaruh X2 Terhadap Y

Dapat diketahui nilai sig. 0,004 < 0,05 dan nilai tHitung 3,306 > tTabel sebesar
2,119, dapat ditarik kesimpulan jika H2 diterima, yang variabel (X2) Eksekusi
Anggaran berpengaruhsecara positif terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Y)

3. Pengaruh X3 Terhadap Y

Dapat diketahui nilai sig. 0,021 < 0,05 dan tHitung sebesar 2,703 > nilai tTabel
2,119, dapat ditarik kesimpulan jika terdapat pengaruh antara variabel (X3) akan
variabel (Y)

4. Pengaruh X4 Terhadap Y

Diketahui nilai sig. 0,032 < 0,05 serta tHitung 2,288 > nilai tTabel sebesar 2,119,

dapat dapat diambil kesimpulan jika H4 diterima, artinya terdapat pengaruh
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antara variabel (X4terhadap (Y)
2. UjiF
Uji F (Simultan) ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Jika sig. < 0,05
dan nilai Fhitung > Ftabel artinya ada pengaruh terhadap variabel dpendenya.
Diketahui perhitungan nilai Ftabel sebagai berikut :

Ftabel = F (K ; N-K)

F=(4;21-4)
F=(4;17)
F=2,96
Tabel 4.24
Hasil Uji F
ANOVA?®
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 127.918 4 31.979 8.436 .001°
Residual 60.654 16 3.791
Total 188.571 20

a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
b. Predictors: (Constant), PENILAIAN KINERJA, PELAPORAN/PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN,

PERENCANAN ANGGARAN, EKSEKUSI ANGGARAN

Berdasarkan tabel tersebut, nilai sig. 0,001<0,05 dan Fhitung 8,436 > fTabel
2,96. Sehingga dapat disimpulkan Vaiabel X1,X2,X3,X4 secara bersama sama
atau secara simultan berpengaruh terhadap Y.

a. Pembahasan

Dari hasil pengujian atau analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa
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Rencana Anggaran (H1) mempengaruhi akan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Eksekusi Anggaran (H2) mempengaruhi akan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Pelaporan atau Pertanggungjawaban Anggaran (Hjs)
mempengaruhi akan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penilaian kinerja
(Hs) mempengaruhi akan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian
Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Pelaporan atau Pertanggungjawaban
Anggaran, Penilaian kinerja (Hs) secara bersamaam mempengaruhi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut hasil hipotesis pada penelitian ini

Tabel 4.25
Hipotesis
Kode Hipotesis Hasil
1 Figreuf:anaan Ai_lggaran. (X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Diteriing
Kinerja Instansi Pemerintah
LSans ag, 2 o5 { il1
m Pfla.k@nda_n Afl,:caran (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Diterima
Kinerja Instansi Pemerintah
03 Pelaporan/pertanggungjawaban Anggaran (X3) berpengaruh Ditetima
| tethadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
T E,\I-'aluTaSIAngga.rm (X4.) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Diterima
Kinerja Instansi Pemerintah
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan
_ | Atau Pertanggungjawaban Anggaran, Penilaian kinerja Bersama- o
H5 | Sama berpengaruh secara simulian terhadap Akuntabilitas Kineria Diterima
Instansi Pemerintah

1. Pengaruh Rencana Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dari pengujian yang sudahdilakukan menunjukan bahwa Rencana
Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan dibuktikan item pertanyaan Rencana Anggaran mencapai 56% responden
sangat setuju dan 37% setuju, Rencana Anggaran disusun supaya aktivitas

pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien serta tepat pada sasaran yang
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ditetapkan.

2. Pengaruh Eksekusi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Hasil pengujian menunjukan Eksekusi Anggaran memiliki pengaruh
positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dibuktikan dengan item
pertanyaan variabel Eksekusi Anggaran sebesar 44% responden sangat setuju dan
35% responden setuju. Pengaruh Eksekusi Anggaran berbasis kinerja terhadap
akuntabilitas kinerja dinilai cukup pada lingkungan kecamatan Gadingrejo, karena
pada kecamatan Gadingrejo dinilai pembagian kegiatanya telai sesuai dengan
tupoksinya. Eksekusi Anggaranya pun dilakukan sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan. Dimana sebelum anggaran dilaksanakan harus mendapatkan
persetujuan dari PPTK.Dan Eksekusi Anggaran telah sesuai dengan Rencana
Anggaranya, seperti halnya sasaran kegiatan yang sudah mencapai sesuai rencana,
seperti yang tercantum pada capaian kinerja Kecamatan Gadingrejo yang
meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitan
yang dilakukan oleh Anggi Pratama Nst, S.E, M.Si dan Bagus Handoko, S.E, MSi
(2018) “Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja
Pemerintah Daerah dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar” yang menyatakan
bahwa Pengaruh Eksekusi Anggaran berbasis kinerja terhadap Kinerja Pemerintah
pada lingkungan Kecamatan Datuk Bandar bernilai Cukup atau Berpengaruh.

3. Pengaruh Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, Pelaporan atau

Pertanggungjawaban Anggaran mempunyai pengaruh secara parsial terhadap
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini bias diartikan jika semakin baik
pelaporan atau pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kecamatan Gadingrejo
sehungga telah mampu mengimplementasikan system anggaran berbasis kinerja
yang baik,. Pelaporan atau Pertanggungjawaban terhadap Eksekusi Anggaran
dilaksanakan secara periodik, dalam hal ini pelaporan keuangan dilakukan pada
SIPD atau system Informasi Pemerintah Daerah yang berisi data pembangunan
daerah,meskipun tidak melakukan pelaporan untuk maysrakat, Kecamatan
Gadingrejo tetap mempunyai data dan data itu dilaporkan di SIPD. hasil penelitian
ini sama halnya dngan yang dilakukan Rezky Septian (2021)dengan judul
“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Studi Kasus Pada SKPD Kab. Bogor” yang menyatakan bahwa
Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap
Anggaran Berbasis Kinerja.

4. Pengaruh Penilaian kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari pengujian dapat diketahui, jika Penilaian kinerja mempunyai
pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan
Gadingrejo. Hal ini berarti Penilaian kinerja yang dilakukan olek Kecamatan
Gadingrejo telah mengaplikasikan system anggaran berbasis kinerja dengan baik.
Pada Kecamatan Gadingrejo Penilaian kinerja dilakukan untukmengetahui suatu
tingkat keberhasilan atau kegagalan pada unit kerjanya, sehingga dapat diketahui
tingkat realisasi, tingkat kemajuan serta kendala yang menyebabkan tidak
tercapainya kinerja yang sudah direncanakan, hal ini dapat diketahui pada

pencapaian kinerja tahun 2021 pada Kecamatan Gadingrejo yang meningkat
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disbanding tahun 2020. Hasil uji ini sama halnya dengan penelitian yang
dilakukan Raissa Aidintya Sembiring dan Ch. Heni Kurniawandengan judul
“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada
SKPD Kab. Magelang” yaitu, Penilaian kinerja yang dilakukan SKPD Kab.
Magelang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Pengaruh Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran, Pelaporan/
Pertanggungjawaban Anggaran, dan Penilaian kinerja terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil dari uji f yang telah dilakukan adalah Rencana Anggaran, Eksekusi
Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, dan Penilaian kinerja
berpengaruh secara simultan akan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal
ini dapat diartikan terdapat keterkaitan antara seluruh variabel independen
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau variabel dependen.
Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan/Pertanggungjawaban serta penilaian kinerja
merupakan suatu kesatuan yang tak dapat di pisahkan satu sama lain agar
pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien. Hasil penelitian ini searah dengan
penelitian Rezky Septian (2021) dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis
Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Studi Kasus Pada
SKPD Kab. Bogor” menyatakan jika Rencana Anggaran, Eksekusi Anggaran,
Pelaporanatau Pertanggungjawaban Anggaran, dan Penilaian kinerja secara

bersamaan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Hasil dari analisis dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini dapat
penulis simpulkan :
1. Rencana Anggaran mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(H1) diterima.
2. Eksekusi Anggaran mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(H2) diterima.
3. Pelaporan/Pertanggungjawaban mempengaruhi Terhadap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (H3) diterima.
4. Penilaian kinerja mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(H4) diterima.
5. Rencana Anggaran, FEksekusi Anggaran, Pelaporan/Pertanggungjawaban
Anggaran serta Penilaian kinerja secara bersama-sama mempengaruhi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (H5) diterima.
5.2 Keterbatasan Penelitian
1. Keterbatasan waktu dan tenaga penelitian ini hanya dilakukan di lingkup
kecamatan Gadingrejo sehingga populasi dan sample yang ditetapkan pun
berjumlah sedikit.
2. Faktor kesibukan responden sehingga peneliti tidak bisa bertemu secara
langsung dengan responden yang menyebabkan data yang dikumpulkan masih

kurang.
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5.3 Saran

Berikut saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah:

Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan
metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap dengan cara mendatangi
langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta
melakukan wawancara secara langsung dalam pengisian kuesioner, sehingga
jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yanag sesungguhnya.

Dianjurkan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti pada obyek yang lain
dengan skala nyang lebih luas untuk mendapatkan populasi dan sampel yang lebih
besar lagi. Dikarenakan penelitian ini sebesar 67,8% pengaruh anggaran berbasis
kinerja terhadap akuntabilitas kinerja dan 32,2 % dipengaruhi variabel lain, maka
bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabael yang lain seperti

pengendalian internal, penghargaan/hukuman, dlII.
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Lampiran 1 : Kuesioner
Lampiran I : Kuesioner
LEMBAR KUESIONER
Yth, para responden
Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan bapak/Ibu untuk mengisi

kuesioner ini. Kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : Siti Khoiriyah
NIM : 18520048
Jurusan/Fakultas : Akuntansi/Ekonomi
Universitas : UIN Malang

Kuesioner ini merupakan proses pengumpulan data guna keperluan tugas akhir
atau skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Kecamatan
Gadingrejo Kota Pasuruan)”.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya berharap kepada Bapak/Ibu/Saudara/i agar
berkenaan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner yang dilampirkan.
Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berarti demi terselesainya penelitian ini..
Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan kuesioner ini. Atas
kerjasama dan ketersediaan Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari, saya mengucapkan

terima kasih.

Peneliti

Siti Khoiriyah



KUESIONER
PENELITIAN

A. Demografi Responden

Nama Instansi
Nama Responden
Tanggal Pengisian
Jenis Kelamin

Latar Belakang Pendidikan :

Jabatan :

Lama Bekerja:

Usia

: Laki — Laki / Perempuan

Akuntansi
Ekonomi
Hukum
Sosial
Teknik

Lainya

Camat
Lurah
Bendahara

Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie
Lainnya

1 — 5 tahun

6 — 10 tahun
11— 15 tahun
16 — 20 tahun
> 21 tahun
20 — 30 tahun
31 — 40 tahun
41 — 50 tahun

> 51 tahun



PERENCANAAN ANGGARAN (X1)

Pernyataan

Penilaian
STS | TS N S SS
M 1@ |G| @ | 6

1. Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai
visi, misi, dan program kepala daerah yang

ingin dicapai.

2. RKPD memuat mengenai kerja yang

terukur dan pendanaannya.

3. Dokumen KUA didasarkan pada dokumen

RKPD pada periode tersebut.

4. SKPD dalam hal perencanaan anggarannya
mengikuti prioritas dan PPAS dalam
menyusun RKA-SKPD.

5. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
program dan kegiatan serta pagu anggaran

yang tercantum dalam nota kesepakatan

PPA

6. Adanya sikronisasi program dan kegiatan
antara SKPD dengan kinerja SKPD sesuai
dengan standar pelayanan minimal yang

ditetapkan.

7. Dalam penyusunan RKA-SKPD,
memperhatikan  prinsip —  prinsip
peningkatan efisiensi, efektivitas,

transparansi, dan akuntabilitas dalam

penyusunan anggaran dalam rangka

pencapaian prestasi kerja.




8. Dalam penyusunan RKA-SKPD, RAPBD|
serta pembahasannya mengacu pada KUA dan|
PPAS yang telah disepakati antara

pemerintah, DPRD, dan SKPD itu sendiri.

9. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD
menjadi Raperda APBD untuk dibahas dan
memperoleh  persetujuan  bersama  sebelum

diajukan dalam proses evaluasi.

PELAKSANAAN ANGGARAN (X2)

Pernyataan

Penilaian
ST | TS N S | SS
S
ORNCENCNRCRNE)

1. Dalam pelaksanaan anggaran SKPD
mengacu kepada DPA dan Rencana

Anggaran Kas yang telah ditetapkan.

2. Dokumen Anggaran Kas dan DPA
digunakan oleh PPTK sebagai pedoman
dalam penyedian dana untuk setiap SKPD.

3. SKPD dalam pelaksanaan anggarannya
telah mengikuti prosedur dalam
pelaksanaan pendapatan dan belanja sesuai
dengan jumlah yang tercantum dalam

dokumen DPA dan Anggaran Kas.




PELAPORAN / PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (X3)

Penilaian
Pernyataan STS | TS N| S |SS
ORNONNECINCRNE)
1. Setiap SKPD membuat laporan mengenai
pengeluaran kas yang tejadi.
2. Laporan keuangan diabuat sesuai dengan
SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
3.Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan
APBD telah sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan dengan menerbitkan
laporan untuk diperiksa dan bentuk
pertanggungjawaban kepada publik.
EVALUASI KINERJA (X4)
Penilaian
Pernyataan STS | TS N| S |SS
M@ | A H]OG

1. Adanya evaluasi atas pelaksanaan

program dan kegiatan.

2. evaluasi yang dilakukan berdasarkan dari
segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.




A.PERNYATAAN MENGENAI AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINATAH (Y)

Pernyataan

Penilaian
STS TS N| S SS
(D @ G ¥ (5)
)

1. Adanya keterkaitan yang erat antara
pencapaian kinerja dengan program dan

kebijakan.

2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program
harus dimengerti oleh semua aparat dan

pemimpin

3. Visi dan misi program perlu ditetapkan

sesuai rencana strategik organisasi.

4. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk

setiap kegiatan atau program.

5. Melakukan analisis keuangan setiap

kegiatan atau program selesai dilaksanakan.

6. Membuat laporan kepada atasan setiap
kegiatan atau program yang telah

dilaksanakan.

7. Melakukanpengecekanterhadap jalannya

program.

8. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol
dengan ukuran atau indikato kinerja yang

jelas untuk menilai tingkat keberhasilan

suatu kegiatan atau program.




9. Kegiatan/ program yang disusun telah
mengakomodir setiap perubahan dan

tuntutan yang ada pada masyarakat.

10.LAKIP  digunakan sebagai  bahan
pertimbangan  dalam  merencanakan
program/kegiatan selanjutnya dan
diterbitkan sesuai dengan waktu yang

ditentukan.




Lampiran : Surat [jin Penelitian dari BAKESBANGPOL Kota Pasuruan

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : J1. Pahlawan No. 28c Telp 0343-424019 Pusuruan

SURAT KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN SURVEVRISET/PK
NOMOR :072/799 423.206/2022

Surat dart Wakil Dekan Bidang Akadermik Limversiins Jslam Negeni Maulana salik Ihrabom Salong

Membaca
Nomor B-238FEK 1/PP.00 9/03.2022
Tanggal 8 Maret 2022
Perihal Ijin Penelitian / Magang / Riset / PKL  Observasi / KKN / PKL
Mengingat | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 ‘l'ullm;?l’l.:l
20

2 Peraturan Mentert Dalam Negert Nomor 7 Tahun

Dengan ini duginkan untuk melakukan Surver / Penelitian * Riset/ PKL
Siti Khoinyah

' Magang / PKL / Observasi kepada

Numa

Nim 18520048

Thema Survei’Riset PKL Pengaruh anggaran berbasis kinena terhadap akuntabilitas kimerja Instansi
Pemerintah (Studi Kasus pada Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan)

Sasaran Suncy/Risct/PKL Keeamatan Gadingrejo

Tanggal Surver/Risct/PKL § Juri 2022 - 14 Juni 2022

Nama Penanggungjawab Fatmawati Zahroh, MLS.A

Dengan ketentuan — ketentuan sebagai berikut :
| Sehelum melakukan Survei/RisetPKL, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultas: terlebih

dahulu dengan Pimpinan Terkan

Tiduk diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan Survei/Riset/PKL

Dilarang mengikul scriakan peserta lain diluar Dafiar Peserta/Pengikut yang ada.

Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku di Daerah Hukum setempat dan menjaga tata tertib dan
kesopenan serta menghindari  pertanyaan-pertanyaan baik lisan maupun tulisan yang dapat
menyinggung perasaan, atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dan suatu golongan penduduk.
Untuk mencegah penularan COVID-19. hendaknya tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara
ketar di lokasi Surver Riset PR L

6 Sclesai melakukan SurverRisetPKL hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada
Walikota Pasuruan Cq Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bahan/data pengembangan

oo

Daerah
7. Apabila pemegang Surat Keterangan ini tiddak dapat memenuhi ketenmtuan scbagaimana tersebut di atas, maka

Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Ld

Demikian agar yang berkepentingan maklum dan pihak yang terkait memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.

Pasuruan, 8 Juni 2022

Pit. KEPALA AN SATUAN BANGSA DAN POLITIK

BA#’GSADA!
OLITIK
DTs. H-HARDI UTOYO

Tembusan : Disampaikan kepada Yith:
1. Walikota Pasuruan ( sebagai laporan )
2. Wakil Dckan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Tbrahim Malang

3. Camat Gadingrejo
4. Arsip
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